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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PER/M.KOMINFO/11/2011

TENTANG

RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO

UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan teknologi dalam
penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang
menggunakan spektrum frekuensi radio secara
terestrial untuk penerimaan tetap, dipandang perlu
dilakukan penataan untuk penggunaan frekuensi
radio pada band IV dan band V Ultra High Frequency
(UHF) secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan nasional dan internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio
Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial
Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negera
sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2011;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kemeterian Negara;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76
Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan)
Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi
Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada
Pita Ultra High Frequency (UHF) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar
Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak
Bergerak di Indonesia;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel
Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor
40/PER/M.KOMINFO/10/2009;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang
Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi
Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar
(Free To Air);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang
Penyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusan
dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus di
Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan
dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI
RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL
TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694
MHz.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio
yang mempunyai lebar tertentu.

2. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang
ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

3. Penetapan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi adalah otorisasi
yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepada
suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal
frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

4. Pemetaan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalah
pencantuman kanal frekuensi tertentu hasil dai suatu perencanaan
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yang telah disetujui, diadopsi oleh konferensi yang kompeten, untuk
digunakan oleh satu atau lebih administrasi untuk penggunaan dinas
komunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi ruang angkasa
dalam satu atau lebih negara atau area geografis yang telah
teridentifikasi berdasarkan persyaratan tertentu.

5. Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar
(Free To Air) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital
yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat
penerimaan tetap.

6. Wilayah Layanan adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang
diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.

7. Lokasi titik pengujian/pengukuran (test point) merupakan batas
terluar dari suatu wilayah layanan (service area).

8. Single Frequency Network yang selanjutnya disingkat SFN adalah
suatu teknik pembentukan jaringan yang terdiri dari sejumlah
pemancar tersinkronisasi yang semuanya memancarkan sinyal
identik menggunakan kanal frekuensi yang sama.

9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika.

11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika.

BAB II

PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI
SIARAN DIGITAL TERESTRIAL

Pasal 2

Pita frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siaran digital
terestrial adalah 478 – 694 MHz.

Pasal 3

Pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan
untuk keperluan:

a. penyiaran televisi siaran digital terestrial pada rentang frekuensi 478-
526 MHz diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

b. penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak
berbayar (Free To Air) pada rentang frekuensi 526 - 694 MHz.

Pasal 4

Pengkanalan pada pita frekuensi radio 478 – 694 MHz sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 5

Setiap penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi
siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi ketentuan
teknis sebagai berikut:

a. lebar pita frekuensi (bandwidth) yang digunakan tiap kanal adalah 8
MHz;

b. rasio proteksi (protection ratio) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini; dan

c. kuat medan (field strength) pada lokasi titik pengujian/pengukuran di
setiap wilayah layanan dibatasi maksimum 42,6 dbµV/m.

BAB III

PEMETAAN KANAL FREKUENSI

Pasal 6

Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siaran
digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) di setiap
wilayah layanan wajib mengikuti pemetaan kanal frekuensi radio
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 7

Penetapan kanal frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siaran
digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) di wilayah
layanan yang cakupannya dapat menjangkau negara lain dilakukan
berdasarkan koordinasi antara Direktorat Jenderal dengan administrasi
telekomunikasi negara yang terkait.

Pasal 8

Penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar
(Free To Air) di suatu daerah yang tidak tercakup oleh wilayah layanan
manapun dapat menggunakan kanal cadangan yaitu kanal 46 (670 – 678
MHz), kanal 47 (678 - 686 MHz) dan/atau kanal 48 (686 - 694 MHz).

BAB IV

PENERAPAN TEKNIK SINGLE FREQUENCY NETWORK (SFN)

Pasal 9

Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siaran
digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) dapat
menerapkan teknik SFN pada kondisi sebagai berikut:
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